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Penelitian ini membahas tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Penebangan liar (Illegal Logging). Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya 
kasus tindak pidana penebangan liar sehingga perlu untuk diketahuai bagaimana 
penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana penebangan liar 
(Illegal Logging) serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
tindak pidana penebangan liar (Illegal Logging) dalam putusan Pengadilan Negeri 
Watampone No.27/Pid.B/2013/PN. Wtp. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian 
digunakan adalah yuridis dan sosiologis. Adapun sumber data yaitu data primer dan 
data sekunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri 
Watampone dan wawancara langsung dengan hakim atau penjabat yang mengetahui 
perkara tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan Pertama, Penerapan hukum pidana 
materiil dalam perkara tindak pidana penebangan liar (Illegal Logging). (Studi Kasus 
Putusan Pengadilan Negeri Watampone No:27/Pid.B/2013/ PN.Wtp) yang dilakukan 
oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut 
umum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM-07/W. PONE/Ep.2/01/2013  
yaitu memanen, atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau 
izin dari pejabat yang berwenang. Kesimpulan Kedua Pertimbangan hukum hakim 
dalam perkara tindak pidana penebangan liar (Illegal Logging). (Studi Kasus Putusan 
No: 27/Pid.B/2013/PN. Wtp) bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti 
kepemilikan hak atau surat izin dari petugas yang berwenang tentang menebang 
pohon di wilayah kawasan hutan produksi terbatas Ongko Palakka. 
Untuk meminimalisir terhadap pelanggaran penebangan liar perlu adanya 
sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat betapa pentingnya keberadaan hutan 
bagi kehidupan semua makhluk hidup dengan demikian masyarakat lebih memahami 




A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam 
menghadapi era globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan 
menimbulkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses 
industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak 
besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di 
dunia.  
Indonesia  memiliki 113,6 juta ha hutan yang merupakan 38,9% dari luas 
wilayah dimana kerusakan seluas 550.000 ha setiap tahunnya, sebagai akibat 
penebangan hutan yang tidak terbatas. Di Provinsi Sulawesi selatan tepatnya di 
Kabupaten Bone Kecamatan Barebbo Desa Lampako pada tahun 2012 telah terjadi 
penebangan hutan secara liar (Illegal logging). Kini kasus tersebut sudah diputus di 
Pengadilan Negeri Watampone pada tahun 2013, dan adapun upaya yang dilakukan 
dinas kehutanan Kabupaten Bone sudah melakukan penghijauan kembali namun 
hasilnya belum maksimal seperti hutan yang semula. Oleh karena itu kita sebagai 
generasi penerus bangsa harus menjaga kelestarian hutan tersebut. 
 Kerusakan termasuk didalamnya tindak pidana illegal logging diperparah 
oleh kebijakan desentralisasi. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 
kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang 
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian 
diperbaharui Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang intinya adalah  setiap daerah 
mengurus rumah tangganya sendiri dan meningkatkan pendapatan asli daerah maka 
salah satu jalanya adalah disektor kehutanan. 
Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sebagai 
landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan  dipergunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung 
jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 
penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, 
kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi 
ahlak mulia dan bertanggung jawab.
1
 
Tanpa campur tangan pemerintah dan masyarakat, dikhawatirkan hutan 
tropis semakin lama akan berubah menjadi padang pasir. Hutan di tanah air 
sebagaimana di Kabupaten Bone harus dapat dikembalikan pada fungsinya sebagai: 
1. Hutan lindung, berfungsi untuk kelestarian tatanan dan kesuburan tanah. 
2. Hutan produksi, sebagai penghasil kayu, pulp, dammar dan hasil hutan 
lainnya. 
                                                          
1
 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 6. 
3. Hutan suaka (suaka alam), yang berfungsi sebagai penghasil melestarikan 
kekayaan flora dan fauna.Karena itu, perusakan hutan merupakan suatu 
tindakan yang melawan hukum 
berupa pelanggaran atau kejahatan pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan 




Erat kaitanya hal di atas, dalam Q.S. Ar-Rum/30: 41. Allah SWT berfirman: 
                                     
   
Terjemahnya 
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
3
 
Pada ayat ini, terdapat penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang 
terjadi di daratan dan di lautan adalah akibat perbuatan manusia. Hal tersebut 
hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya manusia harus segera 
menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan di darat 
dan di lautan dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk 
kelestarian alam. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan menentukan 
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 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konserpasi Hutan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 6. 
3
 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta media, 
2005), h. 408.  
bahwa, yang dimaksud hutan adalah  “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Undang-undang 
Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, 
diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Dengan 
demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam 
(natural capital) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (real capital) 
bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan  hidup, 
meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, 
menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha 
non kehutanan.   
Kasus Illegal Logging yang terjadi dikawasan Hutan Produksi terbatas Ongko 
Palakka desa Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone tidak terlepas dari luas 
daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi kehutanann dan 
tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan 
hutan mengakibatkan kasus Illegal Logging kian marak dan tidak terkontrol.  
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang 
penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana di bidang kehutanan 
khususnya penebangan liar (Illegal Logging) yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi 
terbatas Ongko Palakka di desa Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang 
dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk kepentingan ekonomi. Olehnya itu penelitian 
ini selanjutnya akan difokuskan pada judul  “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal  Logging). (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Watampone No. 27/Pid.B/2013/PN.Wtp) 
B. Fokus Penelitian  
Dalam penelitian ini, fokus penelitian menegenai penerapan hukum pidana 
materiil dalam perkara tindak pidana penebangan liar (Illegal logging) di Kawasan 
Hutan Produksi terbatas Ongko Palakka dalam Putusan No. 27/Pid.B/ 2013/PN. Wtp 
dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak pidana 
penebangan liar (Illegal logging) di Kawasan Hutan Produksi terbatas Ongko Palakka 
dalam Putusan No. 27/Pid.B/ 2013/PN. Wtp.  
C. Rumusan Masalah 
Untuk menghindari pembahasan yang mengambang atau terjadi  
kesimpangsiuran dalam karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu membatasi 
permasalahannya yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam perkara Tindak Pidana 
Penebangan Liar (Illegal logging) dalam Putusan No.27/Pid.B/2013/PN.Wtp? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak 
Pidana Penebangan Liar (Illegal logging) dalam Putusan No. 27/Pid.B/2013/ 
PN. Wtp?  
D. Kajian Pustaka 
Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tindak 
pidana penebangan liar (Illegal Longging) telah ada beberapa literatur yang berkaitan 
dengan pembahasan yang di maksud diantaranya sebagai berikut: 
Alam Setia Zain, dalam bukunya “Hukum Lingkungan dan Konservasi 
Hutan”, buku ini menjelaskan definisi dan pengertian hutan dan kehutanan, batasan 




Bambang Pamlardi, dalam bukunya “Hukum Kehutanan dan pembangunan 
Bidang Kehutanan”, buku ini menjelaskan tentang pengertian hukum kehutanan,  
status hukum kehutanan, UUPK dan perturan pelaksanaanya.
5
 
Adami Chazawi, “Hukum Pidana”, buku ini menjelaskan tentang  
pengertian tindak pidan, jenis-jenis tindak pidana.
6
 
Siswanto Sunarso, “Hukum Pidana Lingkungan Hidup” buku ini 
menjelaskan tentang fungsi hutan.
7
 
Melihat persoalan mengenai tindak pidana penebangan liar (Illegal logging) 
merupakan masalah pokok dalam kelangsunan hidup, maka hal ini sangat penting 
untuk dianalisis lebih lanjut. Apalagi perlu diketahui bahwa tindak pidana 
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 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konserpasi Hutan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 9. 
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 Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidan Kehutanan (Jakarta: 
Rajagrafindo, 1999), h. 23. 
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 Adami Chazawi, Hukum Pidana (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), h. 16. 
7
  Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 20. 
penebanagan liar (Illegal logging) sangat membahayakan kelangsunan mahkluk 
hidup di hutan. sebagaimana diperoleh dari beberapa bahan bacaan tersebut diatas 
sehingga kita dapat mengetahui secara spesifik tentang tindak pidana penebangan liar 
(Illegal logging). 
Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tindak 
pidana penebangan liar (Illegal Logging). Hal ini sangat penting sebab dalam 
masyarakat kita khususnya masyarakat awam, perlu mengetahui betapa bahanya 
kerusakan lingkungan. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak 
pidana penebangan liar (Illegal logging) di kawasan hutan produksi terbatas 
Ongko Palakka dalam Putusan No. 27/Pid.B/ 2013/PN. Wtp  
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
tindak pidana penebangan liar (Illegal logging) diawasan Hutan produksi 
Ongko Palakka dalam Putusan No.27/Pid.B/ 2013/PN. Wtp 
Adapun kegunaan  penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah 
pada lembaga-lembaga terkait khususnya aparat penegak hukum Republik 
Indonesia dalam menegakkan hukum nasional dan diharapkan tulisan ini dapat 
menjadi tambahan pengetahuan mengenai penebangan liar sehingga dapat 
menimalisir tindak pidana dibidang kehutanan. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi mengenai tindak 
pidana di bidang kehutanan baik itu bagi akademisi maupun bagi praktisi dibidang 
hukum tanpa menutup kemungkinan bagi pihak manapun yang memiliki 
ketertarikan di bidang ini. 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tindak Pidana  
1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar fait”, di dalam 
kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan  strafbaar fait itu sendiri. Biasanya tindak pidana 
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictun. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercamtum sebagai berikut: 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelenggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”8 
Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat unsur 
yakni:  
a. Suatu perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; 
c. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Keragaman pendapat di antara para serjana hukum mengenai defenisi 
strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai 
strafbaar feit itu sendiri, yaitu: 
1. Perbuatan Pidana 
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 Mulyanto, menerjemahkan istilah strafbaar feit  dengan  perbuatan  Pidana, 
Menurut pendapat beliu istilah “Perbuatan Pidana”  menunjuk kepada  makna  adanya  
suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum 
dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
9
 
2. Peristiwa Pidana 
Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam 
perundang-undangan formal Indonesia,istilah peristiwa Pidana perna digunakan 
secara resmi dalam UUD Sementara, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, 
pengertian dari peristiwa Pidana lebih menuju kapada suatu kejadian yang dapat 
ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejalah alam.
10
 
3. Tindak Pidana  
Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap pada 
pemakaian istilah tindak Pidana, dan beliu lebih condong memakai istilah tindak 
pidana seprti yang dilikukan oleh pembentuk Undang-Undang. Jadi Tindak Pidana 
adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman Pidana.
11
 
Setelah mengethui defenisi dan pengertian yang mendalam dari tindak pidana 
itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana 
yaitu: 
a. Unsur objektif 
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Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya  
dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku 
harus dilakukan terdiri dari: 
1) Sifat melanggar hukum. 
2)  Kualitas dari si pelaku 
3) Kuasalitas 
b. Unsur subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si palaku, atau yang dihubungkan 
dengan si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya. Unsur ini terdiri dari: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud dari suatu percobaan. 
3. Macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, 
penipuan, pemerasan dan sebagainya. 
2. Jenis Jenis Tindak Pidana 
Jenis Jenis Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: 
a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara 
kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) 
dimuat dalam buku III. 
b. Menurut  cara  merumuskanya, dibedakan antara  tindak  Pidana  formil  (formeel 
delicten) dan tindak pidana materil (materrieel delicten). 
c. Berdasarkan bentuk kesalahanya, antara tindak Pidana sengaja (doleus delicten) 
dan tindak pidana dengan sengaja (culpose delicten). 
d. Berdasarkan macam perbuatanya, dapat dibedakan antara tindak Pidana aktif atau 
positif dapat juga disebut tindak Pidana komisi (dilicta commissionis) dan tindak 
pidana pasif atau negative (delicta omissonis). 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara 
tindak pidana terjadi seketika dan tindak Pidana terjadi dalam waktu lama. 
f. Berdasarkan sumbernya,dapat dibedakan antara taindak piadana umum dan tindak 
Pidana khusus. 
g. Dilihat dari subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak Pidana communia 
(delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak Pidana 
propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan 
antara tindak Pidana biasa (gewonce delicten) dan tindak Pidana aduan (klacht 
delicten), 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan 
antara tindak Pidana pokok (eenvoudige delicten)  tindak pidana yang diperberat 
(geprivilificeerde delicten) dan tindak Pidana yang diperingan (geprivigieerde 
delicten). 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak Pidana terbatas 
macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindunginya, seperti 
tindak  pidana  terhadap  nyawa  dan  tubuh, terhadap  harta benda, tindak pidana   




B. Pengertian Hutan dan Kehutanan 
Kata “hutan” merupakan terjemahan dari kata bos dalam bahasa Belanda dan 
fovest dalam bahasa Inggris artinya rimba wana. Dalam hukum Inggris Kuno, fovest 
(hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat 
hidup binatang buas dan burung-burung hutan, tetapi pada umumnya persepsi umum 
tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan atau suatu 
areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang. 
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan 
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan 
lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 
sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 
Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditentukan oleh 
Pemerintah untuk dilindungi dari segala macam aktivitas manusia yang 
mengakibatkan kerusakan hutan atau kehilangan fungsi hutan, seperti mengatur tata 
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air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 
kesuburan tanah. 
Pengertian  umum  tentang  hutan  ini  berbada  dengan hutan secara yuridis, 
Hutan menurut Dagler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada  lapangan yang 
cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi 
menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbu-tumbuhan ata 
pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup 
rapat (horizontal dan vertikal). 
Pendapat ini mempunyai persamaan dengan pengertian hutan dalam pasal 1 
butir No. 5 Tahun 1967 yaitu hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon 
(yang ditumbuhi pepohonan) yang secara kesuluruhan merupakan persekutuan hidup 




Pengertian hutan menurut pasal 1 angka 2 UU No. 41 tahun 1999 adalah 
“suatu ketentuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati 
yang didomonasi pepohonam dalam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak 
dapat dipisahkan”. Ada 4 (empat) unsur dalam pengertian dalam pasal ini yaitu : 
1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah 
hutan; 
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem, flora dan fauna); 
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3. Unsur  lingkungan; dan 
4. Unsur penetapan pemerintah.14 
Pengertian kehutanan menurut  Pasal 1 angka 1  Undang - Undang No. 41 
Tahun  1990  Tentang  Kehutanan  adalah  sistem  pengurusan  yang  bersangkut paut 
dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 
maka dapat di pahami bahwa ada dua kepentingan yang terkandung dalam hakekat 
hutan yaitu : 
Pertama bahwa hutan yang berisi sumber daya alam hayati merupakan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia adalah kekayaan 
yang tak ternilai harganya, yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. 
Kedua bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem dalam 
persekutuan alam dan lingknganya yang tidak bisa dipindahkan, disamping 
mempunyai manfaat hutan juga mempunyai fungsi-fungsi pokok Ekologis, Ekonomis 
dan Sosial karena fungsinya itu, maka hutan perlu dilindungi keberadaanya harus 
dipertahhankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus 
secara dengan akhlak mulia, arif, bijaksana, terbuka dan proporsional. 
Fungsi dan manfaat hutan tersebut dapat menempatkan peranannya yang 
cukup besar dalam kelestarian mutu dan tatanan lingkugan serta pengembangan 
ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu, pemanfaatan dan 
kelestarian hutan perlu dilakukan melalui sistem pengelolaan yang dapat dijaga serta  
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meningkatkan fungsi peranannya bagi kepentingan generasi masa kini dan generasi 
dimasa yang akan datang.
15
 
C. Bentuk Kerusakan Hutan 
1. Penyorobotan kawasan 
Tindakan penyerobotan adalah suatu perbuatan yang dilakukan orang atau 
badan hukum secara illegal, bertujuan menguasai suatu hak kebendaan dengan 
melawan hak orang lain atau badan hukum. Tindakan “menguasai” atau “menduduki” 
suatu objek kebendaan di areal kawasan hutan secara illegal dan melawan hukum, 
merupakan jenis perbuatan yang dilarang. Di dalam peraturan perundang-perundang 
nasional, kawasan hutan disebut diduduki atau diserobot, apabila tanpa izin 
mengerjakan dan mengelolah tanah hutan yang telah ditetapkan pemerintah dan 
memiliki status hukum sebagai kawasan hutan Negara. 
Bentuk-bentuk penyerobotan, jenis dan tujuan sebagi berikut: 
a. Penyerobotan tanah hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam 
kawasan hutan dengan cara menduduki tanah untuk tujuan penanaman pangan 
dan palawija dan jenis tanaman yang tidak sesuai dengan tata guna hutan. Cara 
tersebut dikenai sebagai pola perladangan berpindah yang dilakukan secara 
tradisional. 
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b. Penyerobotan hasil hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam 
kawasan hutan dengan mengambil kayu maupun hasil hutan secara melawan 
hukum. 
c. Penyerobotan tanah dan hasil hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di 
dalam kawasan hutan dengan tujuan ganda yaitu, menduduki tanah dan hasil 
hutan secara melawan hukum. 
Ketiga jenis penyerobotan hutan, digolonkan sebagai kesatuan tindakan yang 
bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur berikut: 
Memasuki kawasan hutan Negara tanpa izin yang berwenang. 
1. Menguasai tanah hutan dan hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu. 




2. Penebangan liar 
Tindakan penebangan pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tampa 
izin dari Instansi atau pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan yang 
melawan hukum. Termasuk, perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum 
yang telah memperoleh izin menebang namun, melampaui batas atau target yang 
diberikan Instansi atau Pejabat Kehutanann. 
Bentuk penebangan secara liar di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai 
berikut: 
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a. Penebangan pohon yang dilakukan orang perorangan di dalam kawasan hutan 
yang telah ditata batas atau telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. 
Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin  dari pihak yang berwenang atau Pejabat 
Kehutanan. Misalnya di dalam perizinan pemanfaatan kayu atau izin penebangan 
tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan sebanyak 300 meter 
kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan 
penebangan liar yang patut dikenekan tuntutan hukum. 
b. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subjek hukum di 
dalam kawasan hutan dimana pelaksaanya tidak sesuai dengan lokasi yang telah 
ditunjuk. Contoh izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter di lokasi unit 
pengankutan hutan tertentuan ternyata dilakukan tidak didalam lokasi dimaksud. 
Kedua bentuk penebangan liar sebagaimana dikemukakan, dapat di 
klasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukana 
subjek hukum. Di dalam teori hukum pidana dianut prinsip bahwa: 
Unsur kesengajaan pada setiap tindak pidana lazimnya didahului dengan 
adanya niat tindakan pelaku secara nyata.
17
 
3. Pencurian hasil hutan 
Perbuatan pencurian dalam arti umum dapat dipidana. Sebagaimana dimuat di 
dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi unsur atau 
penafsiran sebagai berikut: 
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a. Setiap orang yang mengambil sesuatu barang. 
b. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 
c. Diikuti dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. 
Di dalam pemberatan unsur perbuatan pencurian trdapat Pasal 363 KUHP 
dikenakan apabila, pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara 
bersekutu. 
Hasil hutan, sebagaimana ditetapkan berada secara keseluruhan di bawah 
penguasaan dan pengaawasan Negara. Negara yang di wakil Pemerintah selaku 
pemilik hasil hutan, dapat melakukan tuntutan terhadap pelaku pencurian hasil 
hutan.Selain pengenaan pasal 362 KUHP, terdapat ketentuan Pidaana khusus di luar 
KUHP yakni diatur didalam Pasal 9 (3) dan Pasal 14 (10) PP Nomor 28 Tahun 1985 
Tentang Perlindungan Hutan. 
Sekalipun di dalam muatan Pasal PP No. 28 Tahun 1985 tidak dirumuskan 
dengan unsur perbuatan pencurian hasil hutan, akan tetapi pasal yang terkait dengan 
perbatan pencurian hasil hutan itu, dapat diidentifikasi serupa, apabila: 
1.  Tertangkap tangan petugas kehutanan membawa alat pemotong kayu, atau 
membawa alat pemotong kayu dikawasan hutan. 
2. Tidak memiliki surat keterangan mengenai sahnya hasil hutan yang di ambil 
atau diangkut dari kawasan hutan. 
Jenis-jenis pencurian hasil hutan dibagi menjadi dua bagian yaitu: 
a. Hasil hutan berbentuk kayu. 
b. Hasil hutan nir kayu atau non termasuk, satwa dan bunga dari hutan. 
Dari dua pokok keutaman hasil hutan, terbagi lagi kelompok jenis-jenis kayu 
penebangan dan jenis kayu yang tidak boleh ditebang atau dilindungi. Pada jenis nir 
kayu, terdapat  jenis komersial dan jenis langka atau dilindungi.
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4. Pembakaran hutan 
Tindakan membakar di dalam kawasan hutan jika tidak dengan izin Pejabat 
Kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sanksi Pidana penjara dan denda dapat dikenakan 
kepada pelaku pembakaran hutan  baik karena kelalaian dari pelaku. 
Terdapat 4 bentuk terjadinya kebakaran hutan sebagai berikut: 
a. Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tampa ada 
kewenangan atau izin untuk barada di dalam kawasan hutan. 
b. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat 
memasuki kawasan hutan tampa izin yang berwenang. 
c. Tindakan membakar hutan dengan sengaja, dilakukan badan hukum atau orang 
yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada  di dalam kawasan 
hutan. 
d. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau badan 
hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh 
pihak yang berwenang. 
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Sesuai prinsip dan aturan hukum bahwa, setiap orang atau badan hukum tidak 
diperkenakan melakukan tindakan membakar hutan kecuali, dilakukan berdasarkan 
kewenagan yang sah untuk tujuan yang ditentukan misalnya; 
1. Pembakaran hutan untuk kepentingan pembuatan padang rumput mskanan 
ternak. 




D. Pengertian Illegal Logging 
Pengertian “Illegal Logging” dalam perundang-undangan yang ada tidak 
secara Ekpelisit didefenisikan dengan tegas. Namun secara terminologi Illegal 
Logging   dapat   dilihat   secara   harfia   yaitu   dari   Bahasa   Inggris.   Dalam   The 
Contemporary English Indonesia Dictinary “Illegal” artinya yang dilarang menurut 




Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Illegal Logging 
menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang 
bertentangan dengan hukum atau illegal menurut hukum. 
Menurut Internasional Tropical Timber Organization (ITTO), mengatakan 
bahwa Illegal Logging adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak menerapkan asas 
kelestarian. 
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Jika dikaitkan dalam praktek pengertian Illegal Logging terbagi menjadi 
pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya 
menyangkut penebangan kayu secara liar, sedangkan secara luas menyangkut setiap 
perbuatan atau tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi 
perizinan, persiapan oprasional, kegiatan produksi, pengangkutan, Tata Usaha Kayu 
(TUK), pengelolaan, dan pemasaran.
21
 
Definisi lain dari Illegal Logging adalah rangkaian penebangan dan 
pengankutan kayu ketempat pengelolaan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak 
mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan 
dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan 
yang   dapat   merusak   hutan.  Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  kejahatan  Illegal  
Logging tersebut antara lain: Adanya suatu kegiatan penebang kayu, mengangkut 
kayu, pengelolaan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, pengerusakan hutan, 
adanya aturan hukum yang melarang, dan bertentangan dengan aturan hukum yang 
berlaku. 
Esensi yang penting dalam praktek Illegal Logging ini adalah pengerusakan 
hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun 
sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara 
komperhensif, maka Illegal Logging mempunyai potensi merusak hutan yang 
kemudian berdampak pada pengerusakan lingkungan. 
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E. Faktor-Faktor Penyebab Penebangan Liar (Illegal Logging) 
Praktek penebangan liar (illegal logging) dapat dikelompokkan menjadi dua 
bagian yaitu : 
1. Penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh pihak – pihak yang 
tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang 
kemudian hasilnya dijual kepada penadah hutan 
2. Penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh pihak – pihak yang 
mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung 
merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsesinya (over 
cuting), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam 
konsensinya, kolusi dengan penjabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan 
manipulasi kebijakan. 
Menurut Haba, bahwa pandangan tentang faktor penyebab terjadinya 
penebangan liar (illegal logging) ini pun bervariasi tergantung pendekatan yang 
digunakan masing-masing pihak, Penebangan liar (illegal logging) berkaitan dengan 
meningkatnya kebutuhan kayu di Pasar Internasional, besarnya kapasitas terpasang 
industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakkan hukum, tumpang 
tindih regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi di luar daerah tebangan. 
Dari pandangan yang dikemukakan oleh Haba tersebut, nampak persamaan 
yang selalu ada dalam setiap pandangan para ahli lainnya yaitu memandang bahwa 
kasus penebangan liar (illegal logging) merupakan suatu proses dalam kegiatan 
ekonomi sehingga faktor ekonomi sebagai faktor utama yang menjadi penyebab dari 
penebangan liar (illegal logging). 
Faktor – faktor terjadinya penebangan liar (illegal logging) antara lain : 
a. Faktor – faktor yang berkaitan dengan nilai – nilai masyarakat dan situasi 
penduduk di desa – desa dekat hutan dipengaruhi unsur – unsur : 
1. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan 
2. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal 
3. Ketidakpuasaan lokal atas kebijakan kehutanan pusat 
4. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari 
b. Faktor – faktor ekonomi yang suplai dan permintaan normal berkaitan dengan 
industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur – unsur : 
1. Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan 
kayu dari luar negeri 
2. Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan tinggi 
rendahnya laba dari perusahaan industri kayu 
3. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu 
c. Faktor – faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta 
kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat di pengaruhi oleh unsur – 
unsur seperti : 
1. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu  
2. Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan tehadap penjabat 
lokal 
3. Besarnya partisipasi penjabat lokal dalam kegiatan penebangan (illegal 
logging) 
4. Banyaknya kerja sama illegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan 
penguasa atau penjabat local.
22
 
F. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal 
Logging) 
1. Ketentuan-ketentuan pidana menurut UU No. 41 / 1999 Tentang 
Kehutanan 
Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam 
Pasal 78 UU No. 41 / 1999, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan 
dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari 
pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di 
bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum 
dibidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah 
melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai 
kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan 
perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidannya berat. 
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Ada 3 (tiga) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 / 1999 yaitu 
pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk 
melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada 
pelaku secara kumulatif. Ketentuan pidana tersebut dapat di lihat dalam rumusan 
sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 / 1999. Jenis pidana itu 
merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan 
sebagaimana yang di atur dalam Pasa 50 UU No. 41 / 1999 tentang Kehutanan. 
Ketentuan pada Pasal 50 menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang 
merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (ayat (1)) dan Setiap orang yang 
diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, 
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan 
kerusakan hutan (ayat (2)” 
Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa, “Barang 
siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”. 
Penjelasan Pasal 50 ayat (1) yang di maksud dengan orang adalah subyek 
hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana 
perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara 
pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam 
kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut. Sedangkan penjelasan pada Pasal 50 ayat 
(2) yang di maksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik atau 
hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan 
sesuai dengan fungsinya. 
Ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf c menyatakan bahwa, “Setiap orang 
di larang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau 
jarak sampai dengan: 
a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 
b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 
c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 
d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari 
b. tepi pantai. 
Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,. (lima miliar 
rupiah) (Pasal 78 ayat (1), (2) dan ayat (3)) tersebut jika dilakukan oleh badan hukum 
atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya 
sesuai dengan ancaman pidana masing – masing di tambah 1/3 (sepertiga) dari pidana 
yang dijatuhkan (Pasal 78 ayat(4)). Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan 
usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer 
(commanditer vennotschaap - CV), firma, koperasi, dan sejenisnya (penjelasan Pasal 
78 ayat (14) 
Ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf e menyatakan bahwa, “Setiap orang 
di larang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam 
hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”. 
Ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf f ymenyatakan bahwa, “menerima, 
membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki 
hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil 
atau dipungut secara tidak sah”. 
Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (5) menyatakan bahwa, “Barang 
siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”. 
Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf e, yang di maksud dengan penjabat yang 
berwenang adalah penjabat pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh undang – 
undang untuk memberi izin, sedangkan penjelasan pada Pasal 50 ayat (3) huruf f, 
cukup jelas. Pelanggaran pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f, di ancam 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,. (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (4) 
Pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h menyatakan bahwa, “mengangkut, 
menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan 
surat keterangan sahnya hasil hutan”. 
Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (7) menyatakan bahwa, “Barang 
siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. 
Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h yang dimaksud dengan “dilengkapi 
bersama – sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan 
hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat – 
surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen 
sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan isi keterangan dokumen sahnya hasil 
hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka 
hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat – surat sah sebagai bukti. 
Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf j menyatakan bahwa, “membawa alat-alat 
berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang 
berwenang”. 
Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (9) menyatakan bahwa, “Barang 
siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”. 
Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j yang di maksud dengan alat – alat berat 
untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truck trailer, crane, 
tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal. 
Pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf k menyatakan bahwa,”membawa 
alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di 
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”. 
Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (10) menyatakan bahwa,”Barang 
siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 
Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf k, tidak termasuk dalam ketentuan ini 
adalah masyarakat yang membawa alat – alat seperti parang, mandau, golok, atau 
yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat. 
Ketentuan pada Pasal 78 ayat (15) menyatakan bahwa, “Semua hasil hutan 
dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang 
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana 
dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”. 
Dalam penjelasannya disebutkan benda yang termasuk alat-alat angkut 
antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tugboat, perahu, helicopter, dan 
lain-lain. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas yang di atur oleh UU No. 41 / 1999 
tentang kehutanan, maka dapat ditemukan unsur – unsur yang dapat dijadikan dasar 
hukum bagi pelaku tindak pidana penebangan liar (illegal logging) yaitu : 
1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hukum 
2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan – ketentuan perizinan sehingga merusak 
hutan 
3. Melanggar batas – batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan 
undang – undang 
4. Menebang pohon tanpa izin 
5. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga 
sebagai hasil hutan illegal 
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH 




2. Ketentuan - Ketentuan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) 
Tindak  pidana  terhadap  kehutanan  merupakan  tindak pidana khusus yang 
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diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Menurut Pompe dan 
Hamzah, terdapat dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, 
yaitu pertama, orang-orangnya atau subyeknya yang khusus, dan kedua, perbuatannya 
yang khusus (bijzonder lijk feiten). Berkenaan dengan tindak pidana penebangan liar 
(illegal logging) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana 
perbuatannya dikategorikan khusus sebagai extra ordinary crime, yaitu untuk delik-
delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan. 
Pada dasarnya kejahatan penebangan liar (illegal logging), secara umum dapat 
dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, penebangan liar 
(illegal logging) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara 
umum, yaitu: 
a. Perusakan 
Perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 
KUHP terbatas hanya mengatur tentang perusakan barang dalam arti barang-barang 
biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang dalam hal ini dapat berupa 
barang tetap maupun tidak tetap, bergerak maupun tidak bergerak. Namun berkenaan 
dengan barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk 
kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang 
tertentu sebgaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk 
ditetapkan pada kejahatan perusakan hutan. 
Unsur perusakan terhadap hutan dalam kejahatan penebangan liar (illegal 
logging), bermula dari konsepsi tentang prinsip perijinan dalam sistem pengelolaan 
hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk 
tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Penebangan liar (illegal logging) pada 
hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perijinan yang ada, baik 
tidak memiliki ijin secara resmi maupun yang memiliki ijin namun melanggar dari 
ketentuan yang ada dalam perijinan tersebut  (Contoh :  over cutting, penebangan di 
luar areal konversi yang dimiliki). Kerusakan lingkungan akibat tindakan seperti ini 
belum tercakup dalam ketentuan Pasal 408 KUHP meskipun kepentingan umum 
berpotensi terganggu karenanya. 
b. Pencurian 
Ketika penebangan liar (illegal logging) dikategorikan sebagai tindak pidana 
pencurian, dapat dirumuskan dalam unsur-unsurnya menurut penjelasan Pasal 363 
KUHP yaitu sebagai berikut: 
1. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai 
2. Suatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil 
tidak berada dalam penguasaan pelaku 
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat 
merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara 
maupun hutan negara yang tidak dibebani hak. 
4. Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. 
Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan 
kegiatan illegal logging ini adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan 
berupa kayu untuk dimiliki. Akan tetapi harus juga diperhatikan mengenai 
ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam 
pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan 
dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya 
menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut 
hukum adalah perbuatan melawan hukum.  
Adapun ancaman hukuman yang paling berat dalam kasus pencurian 
menurut KUHP antara lain Pasal 363 yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun, Pasal 364 
pidana penjara 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) tahun dan Pasal 365 dengan 
pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun. 
c. Pemalsuan 
Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. 
Menurut penjelasan Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat merupakan kegiatan membuat 
surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa sehingga 
menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah surat yang dapat menerbitkan 
suatu hak, suatu perjanjian, pembebasan utang atau surat yang dapat digunakan 
sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap 
pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 (enam) 
tahun, Pasal 264 paling lama 8 (delapan) tahun, Pasal 266 dipidana penjara 7 (tujuh) 
tahun. Berkenaan dengan illegal logging, salah satu modus operandi yang sering 
digunakan oleh pelaku llegal logging adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya 
Hasil Hutan (SKSHH), termasuk pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, 
dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas 
dalam Undang-Undang Kehutanan.  
d. Penggelapan 
Penggelapan  di dalam KUHP  diatur  dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 
377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan diartikan mengambil suatu 
barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan untuk dimiliki dengan melawan hak. Modus 
penggelapan dalam kejahatan penebangan liar (illegal logging) antara lain  
penebangan di luar area yang dimiliki (over cutting), penebangan yang melebihi 
target kuota yang ada (over capasity), dan melakukan penebangan sistem tebang 
habis sedangkan iijin yang dimiliki adalah tebang pilih, mencantumkan data jumlah 
kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. Ancaman 
hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.- (sembilan ratus rupiah). 
e. Penadahan 
Heling atau persekongkolan atau penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. 
Lebih lanjut perbuatan itu dikategorikan menjadi perbuatan membeli, atau menyewa 
barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari kejahatan. Ancaman 
pidana dalam Pasal 480 adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 900.- (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak 
dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal baik di dalam maupun di luar 
negeri, bahkan terhadap kayu-kayu hasil penebangan liar (illegal logging) yang 
nyata-nyata diketahui oleh pelaku, baik penjual maupun pembeli. 
G. Dampak dan Kerugian Penebangan Liar (Illegal logging) 
Penebangan  liar  yang   mengakibatkan  dampak  negatif  pada   kelestarian 
sumber  daya  hutan  telah  menyebabkan  berbagai  kerugian akibat  penebangan  liar  
memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga 
terhadap masalah sosial, politik dan lingkungan. 
Dari perspektif ekonomi kegiatan Illegal Logging telah mengurangi 
penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan 
bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal logging, mencapai Rp.30 trilyun 
per tahun. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja 
kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya DR dan PSDH akan 
tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan 
untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan Sebenarnya pendapatan yang 
diperoleh masyarakat (penebang, penyarad) dari kegiatan penebangan liar adalah 
sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana 
(cukong). Tak hanya itu, Illegal Logging juga mengakibatkan timbulnya berbagai 
anomali di sektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai akibat maraknya 
Illegal Logging adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Artinya, 
sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena 
ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbaharui yang ditulang punggungi 
oleh aktivitas pengusahaan hutan disektor hulu dan industrialisasi kehutanan di sektor 
hilir kini tengah berada di ambang kehancuran. 
Dari segi sosial dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab 
yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit 
untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal 
tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, 
sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu 
yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar. 
Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah 
tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada 
rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi 
dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan 
terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna 
langka. Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap 
karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi 
mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa 
karena adanya penebangan liar. Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang 
berakibat pada terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai 
fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 
beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga 
kehidupan telah berubah peruntukanya yang berakibat pada berubahnya fungsi 
kawasan tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat 
bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi lagi. 
Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya hutan akibat 
penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik 
dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi. 
Pelestarian hutan harus secapatnya dilaksanakan. Eksploitasi hutan yang 
terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan 
penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar 
yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan 
hutan. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab 
hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan 
juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. 
1. Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul 
2. Menerapkan system tebang pilih dalam menebang pohon 
3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga Bisa 
dilakukukan untuk memulihkan hutan kembali di Indonesia. 
4. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bias diprediksi 
Sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak Habitat 
hutan alam yang baik 




H. Langkah-langkah Penaggulangan Penebangan Hutan Secara Liar 
Adapun langkah yang harus dilakukan sebagai berikut: 
1. Perlu adanya bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat setempat tentang  
betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan semua makhluk hidup. 
Karena kebanyakkan penduduk lokal biasanya bergantung pada penebangan 
hutan di hutan sekitar mereka, biasanya kayu yang mereka tebang digunakan 
untuk kayu bakar dan bahan bangunan. 
2. Sebaiknya masyarakat sekitar perlu diberikan arahan dalam kegiatan 
penebangan pohon, di antaranya membuat larangan untuk menebang pohon, 
dan diharuskan setiap masyarakat yang menebang satu pohon, harus 
mengganti setiap satu pohon yang mereka tebang dengan menanam kembali 
pohon tersebut. Apabila kegiatan ini berhasil dilakukan secara 
tanggungjawab, maka tidak akan ada lagi terjadi penggundulan hutan. 
3. Melakukan perbaikkan terhadap sistem hukum yang mengatur tentang 
pengolalaan hutan menuju sistem hukum yang didasari oleh prinsip-prinsip 
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keterpaduan, pengakuan hak hak asasi manusia, serta keseimbangan ekologis, 
ekonomis, dan pendekatan neo-humanisme. 
4. Perlu adanya suatu program peningkatan peranan masyarakat dalam 
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian hutan. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan 
dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan 
hidup. Seperti melakukan kegiatan pelatihan pengendalian kerusakkan hutan 
bagi masyarakat dan pelatihan lingkungan hidup untuk membuat masyarakat 
sadar akan lingkungannya. 
5. Perlunya dibentuk suatu kelompok peduli hutan dalam masyarakat yang 
bertugas untuk memantau keadaan hutan disekitarnya dan melalukan 
pelestarian hutan, dan menyebarkan atau mengajarkan ilmu-ilmu yang telah 
diperoleh dari berbagai pelatihan kehutanan kepada masyarakat disekitar, 
sehingga nantinya akan ada rasa saling memiliki dengan adanya keberadaan 
hutan tersebut. 
6. Melakukan program reboisasi secara rutin  dan pemantauan tiap bulannya 
dengan dikoordinasi oleh tokoh-tokoh masyarkat setempat. Dengan adanya 
pemantauan tersebut, maka hasil kerja keras dari kegiatan reboisasi yang telah 
dilakukan akan tetap terpantau secara rutin 
7. Perlu adanya  pelatihan keterampilan kerja di masyarakat secara gratis dan 
rutin dari pihak-pihak yang terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja, sehinnga 
masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil hutan saja, tetapi dapat 
mengembangkan keterampilan-keterampilan dimilkinya. 
8. Membatasi jumlah penebangan pohon yang sering terjadi agar kegiatan 
penebangan pohon liar tidak terjadi lagi. 
9. Perlu adanya kesadaran dari manusianya sendiri terhadap apa yang telah 
mereka lakukan dan dampak dampak yang mereka sebabkan.
25
 
                                                          
25
 Hendy Kurniawan, http://hendy13014.blog.teknikindustri.ft.mercubuana.ac.id , (Diakses 
pada jum”at 8 Mei 2014) 
 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan  jenis Penelitian kualitatif  yang bersifat 
deskriptif, yakni data berupa kata-kata  dan gambar yang diperoleh dari transkripsi 
wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen 
lainnya. 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Watampone. 
Dipilihnya instansi ini karena merupakan instansi pemerintah yang berkompoten 
menangani masalah kejahatan tindak pidana penebangan liar (Illegal Logging). 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan sebagai upaya mengetahui berbagai masalah 
yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adalah: 
1. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan dalam mengkaji peraturan 
perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah penebangan liar 
(Illegal Logging). 
2. Pendekatan Sosiologi, yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat kenyataan 
yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang 
dipandang dari sudut penerapan hukum. 
 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu 
Pengadilan Negeri Watampone Sumber data primer ini adalah hasil dari 
wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang akan 
dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, jurnal, 
dokumen – dokumen dan lain – lain yang erat kaitannya dengan objek 
penelitian ini. 
D. Metode pengumpulan Data 
Dalam pembahasan  penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup 
sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka 
digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab kepada hakim dan para pihak 
yang terkait dengan masalah penebangan liar, sehingga menjadi bahan yang 
akurat. 
2. Dokumentasi, penulis peroleh bersumber dari literatur-literatur dengan 
mangadakan pencatatan terhadap dokumen, yakni kasus-kasus yang terjadi 
Pengadilan Negeri Watampone tentang penebangan liar (illegal logging). 
E. Instrument Penelitian 
Dalam melengkapi data penelitian yang akan  digunakan penyusunan skripsi 
ini, penulis menggunakan alat rekam suara selama wawancara dengan hakim sebagai 
pihak yang terkait mengenai judul yang penulis angkat dalam skripsi ini. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara 
kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. 
Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui 
wawancara langsung dengan Hakim atau pihak yang mengetahui hal tersebut untuk 
lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif 
mengenai Tindak Pidana penebangan liar (Illegal Logging). 
G. Pengujian keabsahan data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai 
berikut: 
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau 
memperjelas bunyi peraturan perundang - undangan dan uraian umum. 
2. Komperatif  yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan 
perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidak sepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan. 
3. Dedukatif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang - 
undangan. 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Posisi kasus 
Kasus Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi 
Ongko Palakka Desa Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone posisi kasus 
sebagai berikut:  
Awal kejadian bermula pada hari selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 
09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan juli 2012 
bertempat di Kawasan Hutan Produksi terbatas Ongko Palakka tepatnya di desa 
Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone atau setidak tidaknya pada suatu 
tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, 
Terdakwa NURUNG Bin NASE yang berumur 46 tahun warga desa Keling 
Ajangpulu Kecamatan Cina Kabupaten Bone yang berprofesi sebagai Tukang Chain 
Saw, melakukan penebangan pohon jenis Tabo di Kawasan Hutan Produksi terbatas 
Ongko Palakka, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut-
II/2009 tanggal 23 juli 2009 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi 
perairan di Sulawesi Selatan diperoleh hasil sebagai berikut : S.04° 35’ 16,8” dan E. 
120° 13’ 47,4”. Dengan dasar pengambilan titik koordinat tersebut didapatkan hasil 
posisi koordinat adalah lokasi penebangan pohon kayu jenis tabo yang dilakukan 
terdakwa NURUNG Bin NASE bersama saksi SULTAN, S.Pd Bin TALIOB 
(berkasinya terpisah) tesebut diatas berada tepat didalam kawasan produksi terbatas 
pada kompleks Hutan ongko Palakka di desa Lampoko Kecamatan Barebbo 
Kabupaten Bone. 
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Surat dakwan Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan Tunggal yang berisi 
sebagai berikut :  
Terdakwa NURUNG Bin NASE pada hari selasa tanggal 3 juli 2012 sekitar 
pukul 09.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan juli 
2012 bertempat dikawasan hutan produksi terbatas ongko palakka tepatnya di desa 
Lampoko Kecaman Barebbo Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat yang masih berada  dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, 
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan 
tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut 
dilakukan terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut : 
- Bahwa berawal ketika saksi SULTAN, S.Pd Bin TALIOB (berkasnya diajukan 
terpisah) datang ke rumah saksi Hj. MEGA menanyakan apakah ada kayu mau 
ditebang namun saksi Hj. MEGA mengatakan jika tidak ada kayu yang mau 
ditebang. Selanjutnya saksi SULTAN, S.Pd Bin TALIOB  (berkasnya diajukan 
terpisah) kemudian menanyakan apakah ada kayu Tabo, dan pada saat itu saksi 
Hj. MEGA mengatakan jika ada kayu Tabo yang dimaksud. Kemudian pada 
hari minggu tanggal 1 juli 2012 sekitar jam 15.00 Wita saksi SULTAN, S.Pd 
Bin TALIOB (berkasnya diajukan terpisah) bertempat di rumah saksi Hj. 
MEGA, terdakwa membeli pohon kayu Tabo tersebut dengan harga Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu SULTAN (berkasnya diajukan 
terpisah) menyuruh terdakwa NURUNG Bin NASE untuk menebang pohon 
kayu Tabo tersebut, dan upah sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh 
rupiah) per kubik, dan pada saat kayu Tabo tersebut ditebang oleh terdakwa 
NURUNG Bin NASE dengan menggunakan mesin shain saw, dan saksi 
SULTAN, S.Pd Bin TALIOB (berkasnya diajukan terpisah) melihat langsung ; 
- Bahwa terdakwa NURUNG Bin NASE menjelaskan jika saksi SULTAN, S.Pd 
Bin TALIOB (berkasnya diajukan terpisah)  membeli pohon kayu Tabo tersebut 
dari saksi Hj. MEGA untuk digunakan dalam pembangunan TK (Taman Kanak 
Kanak) di Bakke Desa Kajolaliddong  Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone ; 
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAHARUDDIN, S. Hut Bin KULA B 
dijelaskan dari hasil pengambilan titik koordinat serta posisi kawasan hutan 
produksi terbatas tepatnya di Desa Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten 
Bone tersebut, dan juga setelah dilakukan overlay dengan peta kawasan hutan 
sesuai dengan keputusan menteri kehutanan Nomor : 434/Menhut-II/2009 
tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan 
di Sulawesi-selatan diperolah hasil sebagai berikut : S.04° 35’ 16,8” dan E. 
120° 13’ 47,4”. Dengan dasar pengambilan titik koordinat tersebut didapatkan 
hasil produksi koordinat adalah lokasi penebangan pohon kayu tabo yang 
dilakukan terdakwa NURUNG Bin NASE bersama saksi SULTAN, S.Pd Bin 
TALIOB (berkasnya diajukan terpisah) tersebut diatas berasa tepat didalam 
kawasan hutan produksi terbatas pada kompleks Hutan Ongko Palakka di desa 
Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone; 
- Bahwa berdasarkan dengan peraturan pemerintah Nomor : 74 Tahun 1999 
bahwa tarip PSDH sebesar 10% dari harga patokan dimana berdasarkan 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 08/M-
DAG/PER/2/2007 tentang penetapan harga patokan untuk perhitungan PSDH 
kayu bukan kayu kelompok rimba campuran seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus 
enam puluh ribu rupiah) maka PSDH sebesar 10% dari harga Rp. 360.000,- 
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp. 360.000,- permeter kubik, sehingga 
kerugian Negara dalam bentuk PSDH sebesar RP. 360.000,- x 4,478 m² = 
Rp.161.222,4(seratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua koma empat 
rupiah) ; 
- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 92 tahun 
1999 tanggal 13 Oktober 1999 Dana  Reboisasi (DR) untuk jenis kelompok 
rimba campuran sebesar $ 12 x 4,4784 m³ = $ 53,7408 (lima puluh tiga koma 
tujuh empat nol delapan dollar ) ; 
- Bahwa untuk hasil hutan berupa kayu dari dalam kawasan hutan berupa kayu 
harus terlebih dahalu memiliki izin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
(IUPHHK), izin pemanfaatan kayu (IPK) dan atau selanjutnya untuk 
pelaksanaan pengangkutan dari lokasi izin keluar menggunakan SKSKB namun 
setelah melunasi pembayaran  PSDH dan DR sehingga setelah lunas maka hasil 
hutan tersebut merupakan hak pribadi , sedangkan untuk pengangkutannya 
sudah menjadi hak pemilik kayu dengan mengunakan FAKO ; 
- Bahwa di samping kerugian Negara dalam bentuk materi berupa PSDH dan DR 
tersebut maka perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian yang jauh lebih 
besar yang tidak bisa di ukur dengan  bentuk materi  seperti perubaha iklim 
mukro secara khusus di lokasi penebangan dan iklim mikro secara umum yang 
di akibatkan oleh pengrusakan habitata yang ada dilokasi tersebut; 
- Bahwa perbuatan terdakwa NURUNG Bin NASE tersebut sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  e Undang-undang Nomor 41 
tahun 1999 tentang kehutanan ; 
 
C. Pembuktian 
Adapun alat bukti yang diajukan untuk penuntut umum dalam persidangan 
kasus ini, sebagai berikut:  
 Keterangan saksi-saksi. 
1. Saksi Andi Mardianto, S.Sos (disumpah),   
Saksi Andi Mardianto, S.Sos adalah seorang Polisi Kehutanan  bertugas di 
kawasan hutan tersebut menerangkan tidak melihat langsung saat 
terjadinya  penebangan kayu namun setelah kayu tersebut ditebang baru 
saksi melihatnya. 
2. Saksi Andi Abdul Razak (disumpah),  
Saksi Andi Abdul Razak adalah  seorang kepala desa Lampoko 
menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menayakan pohon jenis tabo 
ketika terdakwa ingin menebang pohon tersebut.  
3. Saksi Hj. Megga (disumpah),  
Saksi Hj. Megga adalah warga setempat, menerangkan bahwa tidak ada 
bukti kepemilikan terhadap kayu tabo tersebut hanya berada dipinggir 
kebun miliknya. 
4. Saksi lari (disumpah),  
Saksi lari adalah warga setempat yang menerangkan bahwa dulu suami 
Hj, Megga yang selalu merawat pohon tabo tersebut yang ditebang oleh 
terdakwa.  
5. Saksi Baharuddin, S.Hut (disumpah),  
Saksi Baharuddin, S.Hut adalah saksi ahli yang pekerjaannya adalah 
pengawas kehutanan di wilayah kabupaten Bone. Menjelaskan bahwa 
hasil pengambilan titik koordinat serta posisi kawasan Hutan Produksi 
Terbatas tersebut tepatnya di desa Lampoko Kecematan Barebbo 
Kabupaten Bone tersebut dan juga setelah dioverlay dengan peta kawasan 
hutan adalah lokasi penebangan pohon jenis tabo yang dilakukan 
terdakwa. 
6. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa menerangkan bahwa mengetahui pemilik kayu tersebut yang 
berada di desa Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. 
 Bukti Surat.  
Bahwa   berdasarkan   Pasal  187   KUHAP  yang   dimaksud   dengan   
surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas 
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah antara lain pada huruf a. berita 
acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang 
berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang 
jelas dan tegas tentang keterangan itu. Bahwa dalam perkara ini terdapat bukti surat 
sebagai berikut :   
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut-II/2009 tanggal 23 
Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di 
Sulawesi-selatan diperolah hasil sebagai berikut : S.04° 35’ 16,8” dan E. 
120° 13’ 47,4”. 
2. Peta hasil pengecekan lapangan Kegiatan di dalam kawasan hutan oleh 
terdakwa yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Kehutanan.  
 Petunjuk.  
1. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, petunjuk adalah 
suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, 
antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu 
sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari 
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.  
 
Berdasakan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan 
saksi dibawah sumpah saksi Saksi Andi Mardianto, S.Sos, Andi Abdul Razak, Hj. 
Megga, Lari, Sultan, S,Pd, dan Baharuddin, S.Hut yang satu sama lainnya saling 
berhubungan dan bersesuaian dibenarkan pula oleh terdakwa, serta adanya barang 
bukti berupa 45 batang kayu rimba campuran dan 1 Unit mesin chain saw merk steel 
warna putih orange. Diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari selasa tanggal 3 Juli  
2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli  2012 bertempat di 
Kawasan Hutan Produksi terbas Ongko Palakka desa Lampoko Kecamatan Barebbo 
Kabupaten Bone telah terjadi tindak pidana melakukan perbuatan menebang pohon 
atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa izin dari pejabat 
berwenang berupa kayu jenis Tabo dan terdakwa adalah pelakunya. 
 Barang buktinya berupa:  
1. 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran; 
2. 1 (satu) unit mesin Chai Saw merk Steel warna putih orange ; 
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka jaksa 
penuntut umum menjatuhkan tuntutan sebagai berikut:    
1. Menyatakan terdakwa NURUNG Bin NASE, bersalah melakukan tindak 
pidana “Memanen atau memungut hasil hutan menebang pohon atau 
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau 
izin dari pejabat yang berwenang” sebagai mana diatur dalam pasal 50 ayat 
(3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan (dalam dakwaan tunggal)  
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) 
bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan dendan sebesar Rp. 
10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa 45 batang kayu rimba campuran dan 1 unit 
mesin chain saw merek steel warna putih orange masing-masing dirampas 
untuk Negara. 
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah). 
 
E. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan 
Nomor: 27/Pid.B/2013/PN.Wtp berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 
 Majelis hakim menimbang untuk menyatakan seseorang telah melakukan 
suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi 
unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya: 
 Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh jaksa penuntut 
umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggal Pasal 50 ayat (3) huruf e 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut: 
1.Unsur barang siapa 
2.Unsur memanen atau memungut hasil hutan menebang pohon atau 
memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak 
atau izin dari pejabat yang berwenang. 
 Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan 
diakui oleh terdakwa dimana terdakwa telah menebang pohon jenis tabo di 
desa Lampoko di lokasi titik koordinat S.04° 35’ 16,8” dan E. 120° 13’ 47,4” 
kecamatan Barebbo kabupaten Bone, bukti surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor : 434/Menhut-II/2009 tanggal 23 juli 2009 tentang 
penunjukan kawasan Hutan dan konservasi perairan di Sulawesi selatan  
 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan 
Negeri Watampone karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut 
umum Nomor: Reg. Perk. PDM-07/ W. PONE/ Euh. 2/ 01/ 2013 tertanggal 
2013 
 Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat 
Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi, dan menyatakan 
telah mengerti isi dakwaan tersebut : 
 Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, jaksa penuntut 
umum telah menjagukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya 
dibawah sumpah  sebagai berikut: 
1. Saksi ANDI MARDIANTO, S. Sos Bin ANDI ARAS : 
2. Saksi ANDI ABDUL RAZAK Bin ANDI MADDUSILA : 
3. Saksi Hj. MEGGA Binti LAHABE : 
4. Saksi LARI Bin BATTULAH : 
5. Saksi SULTAN, S.Pd Bin THALIB : 
6. Saksi BAHARUDDIN, S. Hut Bin KULA B : 
Yang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan 
membenarkannya 
 Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan terdakwa. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas seluruh 
unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga oleh 
karena itu terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti secara sah menurut 
hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana “Menamen atau 
memungut hasil hutan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil 
hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) 
huruf e Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 78 
ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan ; 
 Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka 
ia harus dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhkan nanti dapat setimpal 
dengan perbuatannya maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa : 
1. Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa merusak kelastarian lingkungan ; 
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara ; 
2. Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa belum pernah dihukum ; 
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya:  
 Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak lagi diperlukan 
dalam pemeriksaan perkara maka sudah sepatutnya untuk diperintahkan 
dirampas untuk Negara ; 
 Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka 
sepatutnya pula bila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; 
 Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan maka segala  sesuatu 
yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan telah 
dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
putusan ini ; 
F. Amar Putusan  
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan maka Majelis Hakim memutuskan:   
1. Menyatakan terdakwa NURUNG Bin NASE, telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) 
Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 
a. 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran; 
b. 1 (satu) unit mesin Chai Saw merk Steel warna putih orange ; 
Masing-masing dirampas untuk Negara; 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( 
dua ribu rupiah ). 
 
G. Analisa Penulis 
Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar 
suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat dalam pasal 143 (2) KUHAP 
yang dirumuskan sebagai berikut:  
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangangi serta berisi; 
1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.  
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. 
Antara point a dan point b tersebut diatas, syarat yang terpenting yang harus 
didapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat yang ada dipoint b 
apabila syarat yang ada di point tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan batal 
demi hukum atau van rechtswege neiting. 
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya menentukan bahwa surat 
dakwaan itu harus berisi sebagai berikut: 
a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa; 
b. Suatu perbuatan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang 
didakwakan kepada para terdakwa; 
c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa. 
Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, menurut penulis bahwa surat yang 
dibuat oleh jaksa penuntut umum telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 
143 ayat (2) KUHAP, yang dalam hal ini selain memenuhi unsur dalal pasal 143 ayat 
(2) point a dan point b juga terpenuhi, dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum 
menguraikan secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta 
penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara. 
Sedangkan berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa 
surat putusan pemidanaan harus memuat : 
1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. 
3. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surut dakwaan. 
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 
menjalani dasar penentuan kesalahan terdakwa 
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan 
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 
tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
terdakwa 
7. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara 
diperiksa oleh hakim tunggal. 
8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur 
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan 
atau tindakan yang dijatuhkan; 
9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 
10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana 
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; 
11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan 
12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus 
dan nama panitera. 
Surat putusan pemidanaan dengan nomor : 27/Pid.B/2013/PN. Wtp secara 
ketentuan telah memenuhi syarat. 
Selanjutnya penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang ada 
pada bab 1 yakni mengenai penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut dan 
pertimbangan hakim sesuai putusan dalam kasus ini. 
1. Penerapan Hukum Materiil dalam Perkara Tindak Pidana Illegal 
Logging di Kawasan Hutan Produksi terbatas Ongko Palakka 
Telah dijelaskan dari awal bahwa pengertian Illegal Logging sampai sekarang 
belum diatur dalam suatu aturan manapun, sehingga praktisi hukum menafsikan 
sendiri sendiri mengenai istilah tersebut. Namun tindak pidana dalam bidang 
kehutanan ini di atur dalam pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 78 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.  
Bahwa pasal yang didakwakan oleh penuntut umum adalah pasal 50 ayat (3) 
huruf e Jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan 
sebagai berikut:  
Pasal 50 ayat (3) huruf e 
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan 
tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang dimaksud 
dengan “pejabat yang berwenang pejabat pusat atau daerah yang diberikan 
wewenang oleh undang-undang untuk memeberikan izin. 
 
Pasal 78 ayat (5)  
Menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”. 
 
Rumusan delik sebagaimana didakwaan dengan unsur sebagai berikut: 
1. Unsur barang siapa 
Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum 
yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum ada dua yaitu orang 
dan badan. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau perorangan yaitu 
terdakwa NURUNG Bin NASE terdakwa sudah dewasa serta sehat jasmani dan 
rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh 
terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi juga 
telah mengakui perbuatannya dengan demikian unsur delik barang siapa telah 
terpenuhi. 
2. Unsur memanen atau memungut hasil hutan menebang pohon di dalam hutan 
Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, yang dimaksud dengan 
merusak hutan adalah terjadinya perubahan fisik atau hayatinya yang menyababkan 
hutan tersebut atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Menebang pohon, 
memungut hasil hutan yang termasuk dalam kasawan hutan produksi terbatas ongko 
palakka dengan cara terdakwa menebang 1 pohon jenis tabo dengan menggunakan 
mesin chain saw merek steel warna orange. 
3. Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. 
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta 
barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar 
terdakwa NURUNG Bin NASE tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah memenuhi unsur delik dan telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana memanen atau memungut hasil hutan menebang pohon tanpa memilik hak 
atau izin dari pihak yang berwenang, sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum 
pasal 50 ayat (3) huruf e Jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 
tentang kehutanan. Dengan melihat fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa 
membenarkan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Adapun saksi pidana dalam kasus ini telah diatur dalam pasal 78 ayat (5) 
Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)  
Namun dalam putusan hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
dengan penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) 
subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Kemudian barang bukti berupa 45 (empat puluh 
lima) batang kayu rimba campuran dan 1 (satu) mesin chain saw merk steel warna 
putih orange masih-masih dirampas untuk Negara serta membebani terdakwa untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah). 
2. Hal - hal yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak 
Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi terbatas Ongko 
Palakka 
Putusan Hakim merupakan hal yang terakhir dilakukan dalam persidangan 
yaitu Hakim menetapkan putusannya dalam suatu perkara. Keyakinan hakim sebagai 
dasar dalam putusan hakim memegang peranan penting dalam pengambilan putusan, 
karena sebanyak apapun bukti yang di ajukan dalam persidangan jika hakim belum 
yakin dengan kesalahan terdakwa maka terdakwa bias saja di bebaskan atau lepas. 
Sehingga itu keyakinan Hakim diletakkan pada tingkat teratas. 
Dalam kasus tindak pidana Illegal Logging dikawasan hutan produksi terbatas 
ongko palakka hakim telah memberikan beberapa pertimbangan dalam memutuskan 
perkara. Penulis akan mencoba menganalisa apakah pertimbangan hakim telah sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 
a. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan hakim menimbang 
bahwa pelaku melakukan tindak pidana Illegal Logging bukan hanya untuk bertahan 
hidup dengan upah yang di janjikan oleh saksi SULTANI, S.Pd sebesar Rp. 250.000,- 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). tapi ketidaktahuan terdakwa bahwa hutan tersebut 
termasuk kawasan hutan produksi terbatas ongko palakka dengan menebang pohon 
jenis tabo di kawasan Di kawasan hutan produksi terbatas ongko palakka. 
b. Riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa tindak pidana  
Hakim mempertimbangkan riwayat hidup terdakwa. Bahwa terdakwa belum 
pernah dihukum sebelumnya. 
c. Sikap dan tindakan terdakwa sesudah melakukan tindak pidana  
Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum 
sebelumnya dan telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukan 
kesalahannya di masa yang akan datang. 
d. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana 
Dalam prtimbangan hakim sangat penting mengetahui pengaruh pengaruh di 
masa depan tindak pidana. Berat ringannya pidana akan memberikan ejek jera untuk 
pelaku sehingga tindak pidana dibidang kehutanan diminimalisir bahkan tidak lagi 





Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut maka penulis menarik 
kesimpulan  
1. Bahwa penebangan liar merupakan suatu pelanggaran yang mengakibatkan 
kerusakan ekosistem alam yang kemudian menimbulkan kerugian baik 
Negara maupun Masarakat sekitar. Sedangkan,  Penerapan hukum materiil 
terhadap pelaku tindak pidana Illegaln Logging yang dilakukan oleh terdakwa 
sudah tepat dan perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang 
didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan nomor: Reg. Perk. 
PDM-07/W. PONE/ Euh. 2/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013 yaitu 
menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan 
tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. 
2. Adapun pertimbangan hakim juga sudah tepat. Secara yuridis terdakwa 
terbukti menebang pohon tanpa hak atau izin dari pihak berwenang di wilayah 
kawasan hutan produksi terbatas ongko palakka Dalam kasus ini hendaklah 
hakim lebih mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan terhadap Negara 
adalah 1 batang pohon dan efek sosiologisnya terhadap masyarakat sehingga 
rasa keadilan dapat terwujud. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Sesuain dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kehutanan 
agar ditinjau kembali melihat aturan yang ada tidak begitu memberikan 
keadilan bagi masyarakat 
2. Di harapkan agar kiranya pemerintah lebih bijak memberantas Illegal Logging 
dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan produksi agar 
pemeliharan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga. 
3. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang berwenang lebih aktif untuk 
mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jenis hutan dan bagaimana cara 
memngelolah hutan dengan benar sehingga tidak merusak ekosistem hutan. 
4.  Diharapkan agar pemerintah lebih memperketat proses perizinan 
pengelolahan kayu hutan agar kerusakan hutan dapat dicegah untuk 
kelestarian hutan dimasa yang akan dating 
5. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya lebih bijak menghadapi kasus-
kasus dan lebih mempertimbangkan dari aspek sosiologi. 
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